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- KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/0/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

XIII. PROPINSI KALIMANTAN BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
‘ TAHUN 1999
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Memperhatikan :

Menetapkan
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b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;

d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor 0295/0/1978;
Nomor 0296/0/1978;
Nomor 0248/U/1985;
Nomor 0486/U/1992;
Nomor 0487/U/1992;
Nomor 0490/U/1992; -
Nomor 0491/0/1992;
Nomor 054/U/1993; =
Nomor 060/U/1993; » A
Nomor 061/U/1993;
Nomor 080/U/1993;
Nomor 0125/U/1994;
. Nomor 002/U/1995;
Nomor 034/0/1997;
Nomor 035/0/1997;
Nomor 036/0/1997;
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Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan
Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
Menteri Dalam Negeri,

Direktur Jenderal Anggaran Departémen Keunangan,

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, '

8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,

10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,

12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
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Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-yndangan,
_~“Kepala Sub Bagian Pénggandaan
"~ Peraturan Perunddng-undangan.
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